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Tesisini membahas mengenai Peran Kepala Desa Dalam Akta Jual Beli Tanah Y ang belum berstifikat di
Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah
Kabupaten Bogor. Bentuk penelitian yang digunakan adalah preskriptif dengan menggunakan sumber data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Tesisini membahas lingkup praktek jual beli tanah dan kewenangan kepala desa sebagal saksi dalam akta
jual beli tanah yang belum bersertifikat di daerah Kabupaten Bogor. Selain itu jugatesisini menganalisa
praktek jual beli tanah yang belum bersertifikat dan peran kepala desa di daerah Kabupaten Bogor sebagai
saks dalam akta Jual Beli tanah yang belum bersertifikat.

Kewenangan kepala desa dalam saksi terhadap tanah yang belum bersertifikat memang dijamin oleh
Undang-Undang, namun Undang-undang yang dimulai dari tingkat nasional sampai dengan daerah tidak
membahas secara rinci mengenai kewenangan seorang kepala desa. Sejarah kewenangan kepala desa
sebagal saksi dalam aktajual beli bagi tanah yang belum bersertifikat di mulai ketika diberlakukannya
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian telah diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Semua peraturan tersebut sampai
peraturan tingkat terendah pun tidak menjelaskan secara rinci mengenai peran Kepala Desa dalam akta jual
beli tanah yang belum bersertifikat.

Posisi hukum semacam ini tentu berindikasi lahirnya suatu masalah yang akan berakibat pada sengketa
suatu lahan. Pemerintah dalam hal ini selaku pihak yang paling berwenang membuat peraturan perundang-
undangan yang berlaku harus peka dan tanggap untuk membuat regulasi yang lebih rinci mengenal peran
Kepala Desa sehingga peran kepala desa dalam menandatangani akta bagi tanah yang belum bersertifikat
mendapat posisi yang jelas.

...... Thisthesis discusses the role of village head in the Sale and Purchase Agreements Land yet berstifikat in
Bogor regency. Thisresearch is akind of normative legal research with the descriptive nature of the
research to get an overview of the practice of buying and selling land that has not been certified in Bogor
regency. Form of research is prescriptive by using secondary data sources consisting of primary legal
materials, secondary and tertiary.

Thisthesis discusses the scope of practice of buying and selling land and authority of the village head as a
witnessin a deed of sale of land that has not been certified in Bogor regency. In addition, thisthesis
analyzes the practice of buying and selling land that has not been certified and the role of village head in
Bogor regency as awitness in the Sale and Purchase of land deed has not been certified.

Authority of the village chief witness against the land that has not been certified is guaranteed by the Act,
but the Act which starts from the national to the local level does not go into detail about the authority of the
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village head. Historical authority of the head of the village as awitnessin a deed of sale for the land that has
not been certified in starts when the enactment of Government Regulation No. 10 of 1961 on Land
Registration subsequently been replaced by Government Regulation No. 24 Y ear 1997 on Land
Registration. All of these regulations to the lowest level of regulation did not explain in detail about the role
of village head in the deed of sale of land that has not been certified.

Such legal position would indicate the birth of an issue that would result in aland dispute. Government in
this regard as the most competent to make laws and regulations that apply must be sensitive and responsive
to make a more detailed regulations regarding the role of the village head so that the role of village chiefsin
signing the deed for the land that has not been certified got a clear position.



